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Pada hari ini Jumat, tanggal 30 bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas

(30-08-2019), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:
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BABY SITI SALAMAH selaku Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Badan
Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Kedeputian Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Badan
Pembinaan ideologi Pancasila, yang berkedudukan di Jalan Veteran 3 No. 2,

Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
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KHASAN EFFENDI selaku Wakil Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kementerian
Dalam Negeri Republik Indonesia, yang berkedudukan Jalan Ir. Soekarno Km.
20 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama [nstitut Pemerintahan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri

Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama

disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:
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Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan,
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang bertujuan melaksanakan
Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Civitas
Akademika, Praja, dan Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Menjadi Agen Pancasila.

Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Kepamongprajaan di
lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang mengemban tugas
pengembangan ilmu, pembentukan perilaku kepamongan, dan penyedia
kader pemerintahan yang terampil.

Bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Badan Pembinaan
Ideologi Pancasila dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor MoU.05/Ka.BPIP/05/2019 dan Nomor 193/4011/SJ tanggal 20 Mei

2019 tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pembinaan

Civitas Akademika, Praja, dan Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri

menjadi Agen Pancasila, selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan

ketentuan sebagai berikut:




PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah peningkatan kapasitas Civitas

Akademika, Praja, dan Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri

menjadi Agen Pancasila.

(2) Tujuan dari Kerja Sama ini adalah memperkuat koordinasi dan sinergitas

PARA PIHAK, meningkatkan efektivitas fungsi dan peran PARA PIHAK
dalam peningkatan kapasitas Civitas Akademika, Praja, dan Purna Praja

Institut Pemerintahan Dalam Negeri menjadi Agen Pancasila.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
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penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pendidikan dan
Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Civitas Akademika, Praja, dan

Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

. penyediaan fasilitas Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila

bagi Civitas Akademika, Praja, dan Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam

Negeri;

pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam
rangka penyiapan Civitas Akademika, Praja, dan Purna Praja Institut

Pemerintahan Dalam Negeri; dan

. pemantauan dan evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan ldeologi

Pancasila bagi Civitas Akademika, Praja, dan Purna Praja Institut

Pemerintahan Dalam Negeri menjadi Agen Pancasila.
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PASAL 3
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban untuk:

a. melakukan perumusan, penyusunan norma, prosedur, dan kriteria

prograin kegiatan yang akan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja

Sama sebagai pedoman kerja Tim Kerja dengan mengikutsertakan PIHAK
KEDUA;

membentuk tim lerja dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini;

melakukan penyusunan standar kompetensi Pendidikan dan Pelatihan
Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Civitas Akademika, Praja, dan Purna

Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

menyediakan kurikulum dan materi pelatihan Pembinaan Ideologi
Pancacila bagi Civitas Akademika, Praja, dan Purna Praja Institut

Pemerintahan Dalam Negeri;
menyiapkan tenaga pendidik berupa penceramah dan pengajar;

melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
bagi Civitas Akademika, Praja, dan Purna Praja Institut Pemerintahan

Dalam Negeri menjadi Agen Pancasila;

mengikutsertakan PIHAK KEDUA dalam memberikan sertifikat hasil
kegiatan kepada peserta Pendidikan dan Pelatihaii Pembinaan Ideologi
Pancasila bagi Civitas Akademika, Praja, dan Purna Praja Institut

Pemerintahan Dalam Negeri menjadi Agen Pancasila; dan

melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala tentang pembinaan
Civitas Akademika, Praja, dan Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam

Negeri sebagai Agen Pancasila.
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(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk:

a.

melakukan pembahasan, perumusan, dan penvusunan norma, prosedur,
dan kriteria program kegiatan yang akan difuangkan dalam Kerangka
Acuan Kerja Sama sebagai pedoman kerja Tim: Keija dengan PIHAK
PERTAMA;
membentuk tim kerja dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
memfasilitasi prasarana dan sarana dalam Pcndidikan dan Pelatihan
Pembinaan Ideclogi Pancasila bagi Civitas Akademika, Praja, dan Purna
Praja institut Pemerintahan Dalam' Negeri;
méhyediakan data administrasi terkait Civitas Akademika, Praja, dan
Purna TFraja [nstitut Pemerintahan Dalam Negeri yang akar diberikan
Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Icleologi Pancasila menjadi Agen
Pancasila;
menyediakan peserta untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Pembinaan I[deologi Par.casila menjadi Agen' Pancasila yang akan
dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan jumlah
peserta didik vang disepakati PARA PIHAK;
melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
Lagi Ci'::itas Akademiké, Praja, dan Purna Praja Institut Pemerintahan
Daiam Negeri menjadi Agen Pancasila atas biaya PIHAK PERTAMA;
memberikan sertifikat hasil kegiatan kepada peserta Pendidikan dan
Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Civitas Akademika, Praja, dan
Purna Praja Institut Pemcrintahan Dalam Negeri menjadi Agen Pancasila
bersama PIHAK PERTAMA;
meiakukan sosialisasi atas pelaksanaan Pembinaan Ideolog1 Pancasila bagi
Civitas Akademika, Praja, dan Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam
egeri menjadi Agen Pancasila; dan '
mciakukan pemaiitauan dan evaluasi secara berkala tentang pembinaan
Civitas Akademiks, Praja, dan Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam
Negeri sebagai Agen Pancasila bersama PTHAK PERTAMA.
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PASAL 4
HAK PARA PTHAK

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk:

a.

mempernleh data administrasi dan peserta yang akan diberikan
Pendidikan dar Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Civitas
Akadem:ka, Praja, dan Purna Praja Institut Pzmerintahan Dalam Negeri

untuk nienjadi Agen Pancasila;

melakukan pembahasan, perumusan, dan penyusiinan prograiin kegiatan
yang akan dituangkan dalam Kerangka Acvan Kerja Sama sebagai

pedoman kerja bagi Tim Kerja;

memperoleh fasilitas sarana dan prasarana untuk kegiatan Pendidikan
dan Pelatihan Pembinaan I[deologi Pancasila bagi Civitas 'Akademika,
Praja, dan Purna Praja Institut Pemerintakan Dalam Negeri menjadi Agen

Pancasila;

ielaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Perabinaan Ideologi Pancasila
bagi Civitas Akademika, i'raja, dan Purna Praja Institut Pemerintahan

Dalam Negeri menjadi Agen Pancasila; dan

melakukan pemantauar dan evaluasi secara berkala tentarg Pendidikan
dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Civitas Akademika,
Praja, dan Purna Praja Institut Pemerititahan Dalam Negeri mcnjadi Agen

Pancasila.

(2) FIHAK KEDUA mempunyai hak untuk:

a.

melakukan pembahasan, perumusan, dan penyusunan program kegiatan
yvang akan ditvangkan dalam Kerangika Acuan Kerja Sama sebagal

pedoman ierja bagi Tim Xerja;

memperolzh Pendidilcan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi

Civitas Akademika, Praja, dan Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam
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(2)

(3)

(1)

memperoleh’ sertifikat hasil kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi
Civitas Akademika, Praja, dan Purna Praja Institul Pecmerintahan Dalam

Negeri menjadi Ager: Pancasila; dan

d. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala tertang Pendidikan

dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Civitas Akademika,
Praja, dan Purna Praja Institut Pemeriniahan Dalam Negeri menjadi Agen

Pancasila.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Saina ini berlaku untul jangka waktu 2 (due) tahun
terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas
kesepakatan PARA PIHAK dengan memberitahukan maksud tersebut
secara tertulis kepada Pihak Lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari

sebeium Ferjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Dalam hal satu Pihak berkehendak untuk mengalkhiri Perjanjian Kerja
Sama in1 sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka
Pihak tersebut wajib memberitahukan malzsud tersebut secara tertulis. dan
mendapatkan, persetujuan dari Pihak Lainnya, paling lambat 60 {(enam

puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Keria Sama ini.

Dalam lial Perjanjian Kerja Sama ‘ini tidak diperpanjang lagi, tidak-akan
mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan
terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum herakhirnya Perjanjian

Kerja Sama ini.

PASAL 6
KORESPONDENSI

PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dah menentukan alamat
korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja

Sama ini, yaitu:
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a) Badan Fembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia:

Pejabat : Direktur Penyelenggaraan Pendidikan damn Pelatihan
Alamat : Jalan Veteran 3 No. 2, Jakarta Pusat
Emaii - = : deputi.diklat.bpipzgmail.com

b) Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kementeran Dalam Negeri Republik
Indonesia:
Pejabat : Kepala Biro Administrasi Kerja Sama dan Hukum
Alamat : JL Ir. Seekarno, Km. 20 Jatinangor, Sumedang
Telepon  : 022 7798252
Email : kerjasamaipdn93@gmail.com

(2} Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka PARA PIHAK
memberitahukan kepada Pihak Lainnya secara tertulis daiam jangka waktu
paling lambat 6 (enam) han kerja sejak tanggal penetapan penunjukkan

pejabat penghubung.

PASAL 7
EVALUASI DAN PELAPORAN

(1) PARA PIHAK melakukan evaluasi dan peclaporan terhadap pelaksanaan
Perjanjian Kerja Sarna ini secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

(2) PARA PIHAK akan' menunjuk pejabat di masing-masing unit keria yang
terkait untuk melakukan pengendalian dan evaluasi ini;

(3) PARA PIHAK menyampaikan hasil evaluasi dan laporan bersama Pusat

Fasilitasi dan Kerja Sama kepada masing-masing Pimpinan.




PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

(1) Dalam hal terjadi keadaan mecmaksa, antara lain bencana alam, kebakaran,
gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK
tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2), maka kerugian yang dialami PARA PIHAK
ditanggung oleh PARA PIHAK dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan
pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk tuntutan atas kerugian
yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.

(2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan
sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK
serta cibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) Keadaan sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara
langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh karena itu PARA
PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan,
kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini,

PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
ini dibebankan pada PIHAK PERTAMA.
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PASAL 11
KETENTUAN LAINNYA

(1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi
Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan
PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan
Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati
oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian

Kerja Sama ini.

PASAL 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta tembusannya disampaikan kepada pihak-

pihak lain yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,
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